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ABSTRAK

Nama : Shinta Diana Putri

NIM :02011281722158
Judul : Perlindungan Hukum Yang Proporsional Terhadap Para Pihak
Dalam Pclaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus

Demang Rent Car Palembang)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk dan
proses perlindungan hukum, baik perlindungan hukum secara preventif maupun
perlindungan hukum represif yang proporsional terhadap para pihak dalam
pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil. Penulisan dalam skripsi ini
menggunakan metode yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu dengan
penclitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Sedangkan sumber data diperoleh
melalui data primer, sekunder, dan tersicr. Perlindungan hukum preventif dalam
studi kasus Demang Rent Car Palembang menggunakan perjanjian sewa-
menyewa secara tertulis, pemasangan GPS dalam mobil sewa, asuransi, dan uang
deposit. Sedangkan perlindungan represifnya dengan penyelesaian masalah
melalui musyawarah dan kekeluargaan, pengenaan denda, dan penyclesaian
melalui pengadilan. Perlindungan hukum preventif yang proporsional terhadap
para pihak dalam perjanjian sewa-menycwa mobil ini penting scbab pihak yang
memiliki risiko kerugian terhadap perjanjian sewa adalah pihak pelaku usaha.
Maka jika tidak dipertegas dalam upaya pencegahan, konsekuensi terbesar adalah
dapat kehilangan mobil sewa akibat oknum yang curang dalam pelaksanaan
perjanjian sewa-menyewa. Dan walaupun telah dilakukan perlindungan hukum
yang represif, namun dalam praktiknya, masih sering terjadi wanprestasi dan
overmacht oleh oknum yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam
pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.

Kata Kunci: Perjanjian, Sewa-Menyewa, Perlindungan Hukum.,
Palembang, 2021
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat melakukan aktivitas tanpa
pertolongan orang lain. Antar satu individu ke individu lain tentunya saling
membutuhkan untuk tetap memenuhi kebutuhan hidupnya. Di era globalisasi
seperti sekarang, sangat penting adanya alat transportasi guna pemindahan
manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan perantara yang
digerakkan oleh manusia dan mesin. Transportasi digunakan untuk
memudahkan aktivitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dengan alat
transportasi mobil, manusia dapat bepergian tanpa harus merasakan sengatan
sinar matahari dan air hujan jika cuaca sedang tidak bersahabat. Terhindar juga
dari polusi udara kendaraan lain di jalan.

Dalam memenuhi kebutuhan transportasi mobil, tidak seluruh orang
mampu memilikinya. Untuk masyarakat kelas menengah keatas, transportasi
mobil bukan lagi dipandang sebagai kebutuhan tersier, namun telah menjadi
kebutuhan sekunder. Namun bagi masyarakat kelas menengah kebawah,
transportasi mobil sulit untuk dijadikan kebutuhan hidup. Maka dari itu, dari
permasalahan tersebut memberikan peluang bagi pihak lain untuk membuka
usaha dibidang sewa-menyewa mobil, atau yang sering kita kenal dengan

istilah rental mobil. Harga sewa per mobilpun variatif dan dapat dikatakan



terjangkau bagi masyarakat sehingga dapat menggunakan transportasi mobil
tanpa harus membeli dengan kisaran harga yang tinggi.t

Seiring dengan perkembangan gaya hidup dan kebutuhan, masyarakat
sudah banyak melakukan perjanjian sewa-menyewa, sebab perjanjian ini dapat
membantu para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan
barangnya. Mereka akan mendapatkan keuntungan yang sama. Pihak yang
menyewakan akan memperoleh untung dari harga sewa atas faedah suatu
barang yang disewakan. Sedangkan pihak penyewa akan memperoleh untung
dari kenikmatan suatu barang yang ia sewa dari pihak yang menyewakan
barang tersebut.

Dengan melakukan perjanjian sewa menyewa mobil, para pihak dapat
melakukan perbuatan apa saja sejauh tidak bertentangan dengan hukum yang
berlaku. Termasuk membuat suatu perjanjian dengan menggunakan asas
kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini mengikat para pihak
dalam membuat kontrak apapun, baik yang telah ditetapkan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan yang tidak
diatur dalam KUHPerdata. Selagi tidak bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan dan ketertiban umum.?

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada
pihak lainnya untuk melakukan hal tertentu. Akibatnya yang muncul dari

hubungan kedua pihak tersebut dinamakan perikatan. Dalam bentuknya

'Saugina Salsabiila Putri.,“Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian
Sewa Menyewa Mobil Di Yogyakarta”., Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018,
him 1.

2L_ukman Santoso, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, him.26.



perjanjian merupakan suatu perikatan yang didalamnya terdapat janji-janji atau
kewajiban, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam suatu perikatan, banyak
melahirkan suatu perjanjian. Namun tidak sedikit perikatan yang lahir dari
undang-undang.

Sewa-menyewa merupakan perbuatan perdata yang dilakukan oleh
subjek hukum yang secara umum (lex generalis) diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Buku Il Bab VII Pasal 1548 sampai Pasal 1600.
Menurut KUHPerdata Pasal 1548 menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah
“Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama
waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut
belakangan ini disanggupi pembayarannya .

Dalam kegiatan bisnis, termasuk perjanjian sewa-menyewa mobil, tentu
ada pelaku usaha dan pihak penyewa atau konsumen. Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah jelas melindungi hak dan
kewajiban para pihak.* Perlindungan konsumen merupakan suatu upaya yang
dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terkait kepentingan para pihak
sekaligus acuan pelaku usaha untuk menaikkan kualitas produk atau pelayanan

yang menjadi objek pejanjian sewa-menyewa.®

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2004, him 381.
4Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
SWidi Nugrahaningsih, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online, Jurnal Serambi Hukum, Vol.11, No.01,
Februari-Juli 2017, him 29.



Bentuk perjanjian sewa-menyewa mobil, dapat dibuat secara lisan dan
tertulis. Biasanya perjanjian secara lisan itu ditujukan hanya kepada keluarga
ataupun orang-orang terdekat saja. Sedangkan pada pihak penyedia sewa-
menyewa mobil, biasanya dalam transaksinya menggunakan perjanjian
tertulis. Terkait waktu habisnya perjanjian sewa, dibuat dalam perjanjian
tertulis sebagaimana dalam Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), yaitu jika perjanjian sewa dibuat tertulis, maka perjanjian sewa-
menyewa itu berakhir demi hukum. Jika waktu sewa telah habis, maka orang
yang menyewakan mobil tersebut harus mengembalikan mobil yang ia sewa
saat itu juga dalam keadaan sebagaimana ia mengambil mobil yang ia sewa
kepada pihak yang menyewakan.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, tidak sedikit muncul
suatu permasalahan. Misalnya penyewa yang menggunakan mobil sewaan dan
muncul kerusakan yang disebabkan karena kelalaian dalam penggunaannya.
Bagi pihak penyewa yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana
yang telah disepakati dalam perjanjian, bisa digugat ganti rugi oleh pihak yang
menyewakan. Dan sebaliknya, penting untuk melindungi pihak konsumen juga
bila terdapat kerusakan mobil seperti rem yang tidak dapat digunakan dengan
baik, yang sifatnya diluar tanggung jawab si penyewa. Hal ini perlu dilindungi,
baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan, agar tidak ada salah satu
pihak yang merasa dirugikan.

Terdapat alasan mengapa tidak dapat terpenuhinya kewajiban yaitu

disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan oleh pihak yang bersangkutan.



Atau biasa disebabkan oleh wanprestasi dan overmacht.® Overmacht adalah
keadaan “memaksa”. Overmacht “mencegah” debitur menanggung resiko dari
suatu perjanjian. Itu mengapa overmacht penyimpangan daripada asas hukum.
Namun, kewajiban mengganti kerugian akibat overmacht dapat lepas dari
debitur. Berbeda dengan wanprestasi, debitur wajib mengganti kerugian akibat
cacat yuridis.”

Dalam kegiatan bisnis, atau perjanjian sewa-menyewa antar pihak
haruslah terdapat keseimbangan perlindungan hukum. Biasanya dalam
perjanjian sewa-menyewa mobil, pihak yang banyak berada dalam posisi
lemah adalah pihak yang menyewakan mobil. Hal ini menyebabkan kedudukan
antar pihak menjadi tidak seimbang.® Namun, perlindungan hukum yang
proporsional tidak hanya melindungi kepentingan satu pihak saja, maka perlu
juga perlindungan hukum konsumen. Perlindungan konsumen dimulai dari
upaya hukum preventif sampai pada pemberlakuan standarisasi nasional
terhadap kualitas produksi dan penegakan hukum represif dengan pemberian

sanksi-sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum.®

Seiring dengan maraknya kasus penipuan yang beredar, bisa jadi barang

(mobil) yang dijadikan objek sewa tidak sesuai kondisinya dengan apa yang

6Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Adhitya Bakti, Bandung, 1992, him
27.

"M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian,Alumni Bandung, 1986, him 85.

&Nurhafni, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik
Consumer Law Protection In Electronic Standard Agreement, Jurnal llmu Hukum, VVol.20, No.3
, Desember 2018, him 474.

°Ali Mansyur, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan
Mutu ProduksiNasional, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.Il, No.1, 1 Januari-April 2015, him
4.



diiklankan, sehingga terjadilah wanprestasi. Prof.Subekti, S.H. menyebutkan
ada 4 (empat) bentuk wanprestasi :
1. Tidak dapat melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
3. Melakukan apa yang diijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang telah
diperjanjikan;
4. Melaksanakan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh
dilaksanakan.

Contoh kasus yang merugikan pihak dalam perjanjian sewa-menyewa
mobil, yaitu dalam perusahaanNagoya Transport Rent Car yang didirikan oleh
Bapak Abdul Karim sebagai pimpinan. Nagoya Transport Rent Car
berkedudukan di Jalan Babaran Timur, Nomor 664, Tegal Catak, Umbul Harjo,
Yogyakarta. Mengalami kasus yang dilakukan oleh penyewa yang
mengembalikan mobil yang disewanya dari perusahaan dalam keadaan rusak.
Kejadian itu terjadi pada tanggal 20 Mei 2012. Bermula pada tanggal 18 Mei
2012 penyewa mendatangi perusahaan bermaksud untuk menyewa mobil
dengan tujuan menjemput orang tuanya yang datang ke Yogyakarta dan juga
ingin mengajak orang tuanya tersebut jalan-jalan ke beberapa objek wisata
yang ada di Yogyakarta. Pada tanggal 20 Juli 2012, ketika masa sewa mobil
telah  berakhir, pihak perusahaan menghubungi penyewa untuk

mempertanyakan terkait masa sewa mobil yang telah berakhir. Saat dihubungi

YRisanda Lilho Pangestu., “Transaksi Jual BeliMelalui Instagram Menurut Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata”., Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm 5.



pihak perusaan, penyewa mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan
menuju ke perusahaan dan menyatakan bahwa di bagian bamper belakang
mobil mengalami lecet.Bapak Abdul Karim selaku pimpinan perusahaan dan
penyewa bersama-sama melakukan pengecekan fisik ulang terhadap mobil dan
setelah dilakukan pengecekan, ternyata bagian bamper belakang mobil
mengalami penyok dan lecet. Serta menurut keterangan penyewa, kerusakan
itu terjadi di pusat perbelanjaan ketika penyewa sedang memarkirkan mobil,
dan belakang mobil menabrak pembatas sehingga mobil mengalami lecet
karena dirinya belum terlalu mahir ketika memarkirkan mobil, akibatnya
terjadilah kejadian tersebut.

Upaya yang ditempuh perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan
wanprestasi berupa kerusakan yang disebabkan oleh penyewa adalah negosiasi
dan perundingan dengan penyewa dan permintaan ganti rugi terhadap penyewa
yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata
menyatakan bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat
memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak
lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan
perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”.Terdapat pula
kendala yang dihadapi para pihak, baik kendala yang dihadapi oleh penyewa

maupun kendala yang dihadapi oleh perusahaan rental.

Kendala yang dihadapi perusahaan rental mobil adalah:

1) Karakter penyewa;



2) Penyewa yang menunda pembayaran;
3)  Proses pengajuan claim asuransi yang membutuhkan waktu yang relatif
lama.

Kendala yang dihadapi oleh penyewa adalah:

1)  Pengelolaan usaha perusahaan rental mobil yang kurang baik;

2)  Kedudukan yang tidak seimbang antara perusahaan rental mobil dengan
kedudukan penyewa mobil;

3)  Situasi yang tidak dapat diduga.

Terdapat juga contoh kasus dalam perusahaan Daniswara Rent Car yang
berkedudukan di Jalan Ireda, Nomor 75, RT.31, RW.07 Keparakan,
Mergangsan, Yogyakarta. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2012.
Berawal pada tanggal 11 Juli 2012, penyewa datang ke perusahaan bermaksud
untuk menyewa mobil dengan tujuan akan dipergunakan untuk kepentingan
keluarga. Ketika batas waktu perjanjian telah berakhir, tetapi penyewa tidak
juga kembali untuk mengembalikan mobil sewaan tersebut. Hal ini membuat
pihak rental mobil menghubungi penyewa bermaksud untuk mempertanyakan
mengenai keterlambatan pengembalian mobil tersebut. Penyewa mengatakan
bahwa mobil sewaan itu terjadi kerusakan dibeberapa bagian akibat benturan
dengan mobil lainnya di sekitar Jalan Solo, Kota Yogyakarta karena mobil
yang ada didepannya mendadak berhenti, yang mengakibatkan penyewa tidak
dapat menghindar dan menabrak mobil yang ada di depannya tersebut.
Perusahaan diwakili oleh Bapak Edy Naryanto selaku Manager Operasional

perusahaan beserta Bapak Darmono sebagai teknisi datang dan melihat



keadaan mobil yang disewa oleh penyewa. Terjadi kerusakan di bamper depan
penyok dan retak lalu grille radiator mobil juga retak serta beberapa bagian di
bamper depan mobil juga mengalami lecet.

Berdasarkan analisis dari kasus tersebut, bahwa penyewa tersebut
mengalami overmacht yang bersifat mutlak karena keadaan memaksa yang
tidak dapat dihindari. Sehingga mengalami kerusakan dan perjanjian tersebut
tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal.
Dalam hal ini, memang pihak perusahaan yang dirugikan atas kerusakan mobil
yang disewa. Tetapi berdasarkan data yang ada dilapangan, penyewalah yang
bertanggung jawab atas segala kerugian yang ada.!!' Itulah mengapa
perlindungan hukum yang proporsional terhadap para pihak baik perlindungan
preventif maupun perlindungan represif dalam perjanjian sewa-menyewa
mobil itu penting. Dan dibutuhkan perlindungan hukum yang tegas dan jelas
dalam mengatur perkembangan dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa
mobil.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian
dan mengangkat topik yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM YANG
PROPORSIONAL TERHADAP PARA PIHAK DALAM
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL (STUDI
KASUS DEMANG RENT CAR PALEMBANG)”.

B. Perumusan Masalah

Lukman Yuwono., “Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi
Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil”., Fakultas
Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013, him 10.
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Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka

dirumuskan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu:

1.

Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum preventif yang
proporsional terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-
menyewa mobil?

Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum represif yang
proporsional terhadap para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa-

menyewa mobil?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan
hukum preventif yang proporsional terhadap para pihak dalam
pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.

Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan
hukum represif yang proporsional terhadap para pihak dalam

pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.

D. Manfaat Penelitian

a.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan :

Secara Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya
khasanah kepustakaan khususnya dalam bidang studi hukum terkait
dengan perlindungan hukum preventif dan represif yang proporsional

terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian sewa-menyewa mobil.
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b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
masukan (input) bagi semua pihak, yaitu masyarakat dan pemerintah
pada umumnya, dan konsumen serta pihak yang bekerjadalam
perusahaan rental mobil pada khususnya, terkait perjanjian sewa-

menyewa mobil.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penelitian ini berdasarkan pokok masalah yang
telah dirumuskan dan dibatasi hanya pada kajian tentang bentuk dan proses
perlindungan hukum preventif dan represif yang proporsional, serta peraturan

yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa.

F. Kerangka Teoritis
1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan
hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang
dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh
hukum. Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat
menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan
perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang

melakukan tindakan hukum. Salah satu sifat yang merupakan tujuan dari
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hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh sebab
itu, perlindungan hukum harus diwujudkan dalam suatu kepastian hukum.
Bentuk perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua)
bagian, yaitu:
a) Perlindungan Hukum Preventif
Yaitu perlindungan hukum untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan
maksud agar mencegah suatu pelanggaran dan memberi rambu atau
batasan terhadap suatu kewajiban.
b) Perlindungan Hukum Represif
Yaitu perlindungan hukum diakhir atau berupa sanksi seperti
denda, penjara, atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah
terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.*?

Dapat dipahami bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa mobil perlu
adanya perlindungan hukum guna memberi perlindungan agar tidak ada
pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Baik perlindungan secara
preventif untuk mencegah suatu pelanggaran dalam perjanjian sewa
menyewa mobil, maupun perlindungan secara represif untuk
menanggulangi ataupun memberikan sanksi akibat pelanggaran yang
terdapat dalam perjajian sewa menyewa mobil.

2. Teori Perjanjian

12Hetty Panggabean, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan, CV. Budi Utama,
Sleman, 2018, him 206.



13

Teori perjanjian menurut definisi Yahya Harahap adalah suatu
hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang
memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan
sekaligus hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus
mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi.

Subjek perjanjian yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan
pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi. Yang mana dalam
penelitian ini, pihak kreditur adalah orang perorangan atau perusahaan
rental mobil, sedangkan pihak debitur adalah orang yang menyewa suatu
barang yang telah disepakati bersama melalui perjanjian sewa menyewa.

Syarat sahnya suatu perjanjian dimuat dalam Pasal 1320
KUHPerdata, yang terdiri dari:

a)  Adanya kesepakatan;

b)  Dilakukan oleh pihak yang demi hukum dianggap cakap untuk
bertindak;

c) Adanya objek tertentu;

d) Kausa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, syarat ketiga dan
keempat disebut syarat objektif. Akibat hukum apabila tidak dipenuhi
syarat subjektif adalah dapat dibatalkan(vernieetigbaar). Sedangkan
akibat hukum apabila tidak dipenuhinya syarat objektif adalah batal demi
hukum (netig). Akibat dari suatu perjanjian dikatakan bahwa “Perjanjian

yang sah adalah undang-undang”. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan
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bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Manfaat kebebasan berkontrak dalam perjanjian adalah dari segi
perekonomian, contohnya para pihak mengikatkan dirinya dalam suatu
perjanjian kerjasama sampai akhirnya muncul perusahaan-perusahaan
usaha dalam berbagai bidang. Menyebabkan keikutsertaan negara dalam
mengatur serta mengolah lapangan kerja yang ada, yang dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.’®> Dalam hal perjanjian sewa-
menyewa mobil dapat bermanfaat memenuhi kepentingan tanpa harus
membeli mobil dengan harga yang relatif tinggi.

Dapat dipahami bahwa hubungan teori perjanjian dengan perjanjian
sewa-menyewa mobil yaitu agar para pihak mendapatkepastian hukum,
baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan mobil, mampu
memenuhi syarat sahnya perjanjian, akibat hukum, dan melaksanakan
kewajiban berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian
sewa-menyewa mobil.

3. Teori Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas berasal dari kata “proporsi” (proportie-
Belanda) yang berarti perbandingan, perimbangan, sebanding, seimbang.
Penerapan asas proporsionalitas memberikan justifikasi mengenai putusan

terhadap perkara di pengadilan, dengan berpedoman pada asas

18Sukarmi, Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw),
Pustaka Sutra, Yogyakarta, him 36.



15

proporsional bahwa hakim tidak boleh bersikap berat sebelah dan
memihak. Asas proporsionalitas dalam perjanjian diartikan sebagai asas
yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi atau
bagiannya. Asas proporsional tidak mempermasalahkan keseimbangan
hasil, tetapi lebih menekankan pada proporsi pembagian hak dan
kewajiban diantara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu
perjanjian.

Menurut Paul Tillich menyatakan bahwa keadilan yang terkandung
dalam keadilan atributif, distributif, dan retributif bersifat proporsional
(baik positif maupun negatif). Oleh Tillich keadilan proporsional ini
disebut dengan keadilan tributif.

John Boatright dan Manuel Velasquez membagi keadilan menjadi 3
(tiga) bentuk, yaitu:

a)  Keadilan distributif (distributive justice) memiliki pengertian yang
sama pada pola tradisional, dimana benefits and burdens harus
dibagi secara adil;

b) Keadilan retributif (retributive justice) berkaitan dengan terjadinya
kesalahan, dimana hukuman ataupun denda diberikan kepada orang
yang bersalah secara adil;

c) Keadilan kompensatoris (compensatory justice) menyangkut juga
kesalahan yang dilakukan, dimana orang memiliki kewajiban moral
untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak

lainyang dirugikan.
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Dalam suatu perjanjian tentunya harus dilandasi oleh pemikiran
proporsional yang terkandung dalam keadilan distributif. Keadilan dalam
perjanjian lebih termanifestasi apabila pertukaran kepentingan para pihak
terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa teori asas
proporsionalitas itu penting, sebab kedua pihak memiliki posisi yang
seimbang dalam melaksanakan kewajiban dalam suatu perjanjian sewa-
menyewa mobil. Keberadaan teori asas proporsional penting demi
memelihara hak dan kewajiban para pihak yang mengikatkan dirinya
dalam suatu perjanjian sewa-menyewa mobil. Keseimbangan ini harus
diperhatikan oleh kedua belah pihak agar tidak ada kerugian disatu pihak,
sebab perjanjian berawal dari dua kepentingan yang berbeda antarpihak.
Maksudnya adalah tidak adanya pihak yang mendominasi ataupun salah

satu pihak berada dibawah tekanan.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi
ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah
peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan mengkaji atau
menganalisis dari unsur-unsur diluar hukum. Mencakup fenomena sosial
yang terjadi dimasyarakat, atau hal-hal yang mempengaruhi perilaku

hukum baik secara institusional masyarakat, maupun secara pribadi atau
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individual serta lembaga-lembaga sosial masyarakat. Yang mempunyai
hubungan dan berpengaruh dengan peraturan perundang-undangan atau

aturah hukum yang diteliti.'4

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan
kasus (case approach), yaitu pendekatan dengan cara menelaah kasus
yang terjadi terkait isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini memiliki
kegunaan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam

memecah isu hukum.®

3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
1) Penelitian Lapangan
Field Research atau penelitian lapangan yaitu penelitian
yang dilakukan langsung di lapangan, disebut juga penelitian kasus.
Penelitian ini digunakan untuk meneliti bentuk dan proses
perlindungan hukum preventif dan represif terhadap para pihak
dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil.*8

2) Penelitian Kepustakaan

14Badriyah Khaleed, Legizlative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan, Medpress, Yogyakarta, 2014, him 41.
Amiruddin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada,
Depok, 2018, him 165.
18Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008,
him 4.
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Library Research atau penelitian kepustakaan yaitu
penelitian yang dilakukan dengan berbagai macam literatur sesuai
dengan tujuan dan masalah yang akan diteliti dengan objek

penelitian bahan-bahan kepustakaan.!’

b. Sumber Data

1)

2)

3)

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti
untuk menjawab masalah atau tujuan yang digunakan. Dalam hal
ini, data primer yang digunakan adalah wawancara terhadap pihak
rental mobil Demang Rent Car di Kota Palembang dan pihak yang
menyewakan mobil.
Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjelaskan terkait
bahan hukum primer. Data ini diperoleh dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Asuransi, buku-buku yang mengatur perjanjian sewa menyewa,
jurnal hukum perjanjian sewa-menyewa, doktrin, dan sebagainya.
Data Tersier

Data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan

terkait data primer dan data sekunder. Sumber data yang diperoleh

"Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kencana, Jakarta, 2017, him 56.
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adalah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus

Hukum.!8

4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara langsung
Wawancara langsung merupakan teknik pengumpulan data
dengan cara mengadakan tanya jawab, yang dilakukan dengan tatap
muka dengan data-data yang telah disiapkan. Kegiatan wawancara ini
dilakukan dengan pengamatan tanpa perantara. Dalam teknik
pengumpulan wawancara langsung ini, sikap pewawancara harus pasif.
Artinya pewawancara tidak boleh bersikap superior, pewawancara
harus bersikap seadanya. Dalam tahap perencanaan suatu penelitian,
peneliti bersikap aktif negatif yang artinya peneliti mengadakan dialog,
berdiskusi, dan mencari fakta untuk melahirkan hipotesis.*®
b. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah suau cara pengumpulan data dengan
jalan mengumpulkan data dari dokumen atau literatur yang terdapat
diperpustakaan, atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian.?

c. Observasi

18Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, PT. Grasindo, Jakarta,
2005, him 168.
Didin Fatihudin, Metode Penelitian Untuk llmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi,
Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, him 122.
2Ni Wayan Arsini, Internalisasi Nilai Pendidikan Karakter Hindu Pada Anak Usia
Dini, Yayasan Gandhi Puri, Denpasar, 2020, him 37.
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Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan
mengamati prilaku aktual atau peristiwa pada saat kejadian di

lapangan.t

5. Lokasi dan Sampel Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Dalam lokasi penelitian ini maka yang akan menjadi tempat
melaksanakan penelitian adalah usaha rental mobil Demang Rent Car
Palembang, di Jalan Demang Lebar Daun No.101 Palembang.
b. Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode purposive sampling. Teknik purposive sampling
merupakan pemilihan informan atau sampel berdasarkan pengetahuan
yang diperoleh peneliti, elemen-elemen yang terkandung, dan sifat dari
penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara sengaja menunjukkan
persyaratan ataupun tujuan yang terdapat dalam penelitian ini. Pihak
yang ingin didapatkan infornasinya adalah dengan menggunakan
random sampling ialah setiap populasi berhak mendapat kesempatan
yang sama untuk dipilih sampelnya untuk dilakukan wawancara terkait
persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun sampel dalam

penelitian ini adalah:

ZLAsep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif, Grasindo, Jakarta,
2019,him 180.
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1)  Pemilik usaha rental mobil;

2)  Pihak penyewa mobil.

6. Teknik Analisis Data Penelitian
Analisis data dilakukan secara kualitatif artinya bahwa data-data
tersebut dijelaskan secara sistematis dengan menghubungkan data yang
satu dengan data yang lain yang memiliki sumber dari kepustakaan yang
berbeda sehingga masalah yang ada dalam penelitian tersebut akan

terjawab semua.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan cara
berfikir induktif, yaitu cara berpikir yang mengambil hal-hal khusus untuk
menghasilkan kesimpulan secara umum. Penelitian induktif ini
membutuhkan sampel agar diketahui bukti kebenarannya. Biasanya
digunakan untuk memetakan masalah yang sedang dihadapi. Kita dapat
memilih secara detail masalah yang kita hadapi, menghubungkannya
dengan detail yang serupa dan setelahnya menarik kesimpulan yang telah
kita dapat dari penalaran induktif bisa kita uji kembali dengan penalaran

deduktif.??

22Monica Anggen, 99 Cara Berpikir Ala Sherlock Holmen, Grasindo, Jakarta, him 19.
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